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Membangun Integritas Politik Bangsa 
Masdar Hilmy, PhD 
UINSA-Program Studi (Prodi) Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, 
selenggarakan seminar nasional bertajuk Membangun Integritas Politik Bangsa: Dalam Konteks 
Dinamika Politik Nasional dan Lokal.  
Pembicara  berasal dari beberapa kalangan, antara lain Drs. Masdar Hilmy, MA, Ph.D, wakil Direktur 
Pascasarjana UINSA Sby membahas menuju Paradigma Politik berbasis Integritas Moral; Analisis Politik 
Wahyu Kuncoro, S.IP,M.Si, mengusung tema Tantangan Membangun Integritas Politik bangsa dan 
Redaktur Bhirawa, Wahyu  KSN membahas dari kacamata Media dan Integritas Politik. Seminar yang 
dihadiri kurang lebih 600 mahasiswa ini, terselenggara Kamis (9/10) dimulai pukul 09.00 bertempat di 
gedung Auditorium UINSA Surabaya. 
Wahyu Kuncoro, analisis politik, memaknai integritas politik bangsa merupakan cermin dari perilaku atau 
moralitas elit politik, karakter para tokoh dan pimpinan nasional, sedrta penegakan hukum, kultur 
perpolitikan yang berkembang serta iklim demokrasi. Membangun integritas politik sebuah bangsa bukan 
perkara gampang, karena hal tersebut menunjukkan harga diri sebuah bangsa lengkap dengan segala 
atribut sosial yang mewarnainya. Sulitnya membangun integritas politik tanah air, karena masih bercokol 
kultur feodalis, pragmatisme politik, syahwat kekuasaan yang melonjak, politik dagang sapi, zero sum 
conflict. Masih kerapnya campur aduk unsur hukum dengan politik, bahkan politisasi hukum, hal tersebut 
menimbulkan kekhawatiran hukum menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. 
Intrgritas politik diuji dengan adanyaakrobatik para elit parpolsejak sebelum, selama dan sesudah pilpres. 
Proses pemilihan pimpinan DPR/MPR yang terus menuai polemik, baik secara politik (moral) maupun 
secara hukum. Terbitnya UU Pilkada yang baru, menetapkan pilkada tidak langsung atau 
mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD seperti pada era Orde Baru, yang 
kemudian berujung pada polemik baru seputar rencana Presiden SBY menerbitkan PERPPU untuk 
mempertahankan pilkada langsung.Track Record pimpinan DPR dinilai bertentangan dengan semangat 
pemberantasan KKN, menunjukkan belum terselesainya manajemen konflik imtermnak parpol. 
Kedewasaan dalam mengelola konflik dan mengeddepankan sikap kenegarawan dalam menyikapi 
perbedaan, problem bangsa, kedewasaan politik dan menjaga ritme demokrasi nasional. Memiliki 
kesetiaan, loyalitas yang tinggi terhadap negara dan bangsa melebihi loyalitas terhadap partai, 
seharusnya adalah prisip yang harus dipegang teguh, pungkas Wahyu Kuncoro. 
Masdar Hilmy, memberikan contoh mengenai sejumlah elite politik yang terhgabung dalam Koalisi Merah 
Putih (KMP) pada Jum’at (26/9) 2014 mengesahkan UU No 22/ Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Daerah oleh DPRD. UU No 22 menghapus UU No 32 Tahun 2004, yang mengatur Pilkada langsung oleh 
rakyat. Tanpa mengindahkan aspirasi rakyat melalui hasil survei sejumlah lembaga survei nasional, UU 
Pilkada tidak langsung tetap disahkan dengan diwarnai akdi walk-out Fraksi Partai Demokrat. Sebagai  
upaya perlawanan, SBY berjanji menghadang pemberlakuan UU no 22 Tahun 2014 dengan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Perngganti UU No. 1 Tahun 2014. 
Lanjut Masdar Hilmy, seringkali sulit dibedakan antara integritas dengan kengototan atau sikap keras 
kepala. Berpegang teguh pada pendapat sendiri merupakan sikap terpuji, tetapi bisa dianggap sebagai 
sikap arogan atau mengabaikan pendapat orang lain. Sikap sejumlah politisi di Senayan yang tidak 
menghiraukan aspirasi banyak orang dengan memilih Pilkada oleh DPRD mengilustrasikan sikap 
kengototan tersebut. Potret integritas mereka bukanlah tidak mencerminkan ketebalan narasi dan 
argumentasi moral yang kokoh tentang keberpihakan mereka rterhadap rakyat. Hal kedua adalah potret 
identitas, mencerminkan pemikiran dan sikap politik seseorang. Pemikiran yang khas, konsekuen dan 
konsisten akan dapat membentuk identitas seseorang. Hal ketiga adalah upaya seseorang dalam 
mempertahankan keberadaan eksistensial dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan reputasi dan 
nama baik, terlepas dari tuduhan benar atau tidak. 
Integritas media terkait kebebasan pers adalah pers harus sadar untuk memberikan kebebasan 
berdemokrasi yang bertanggung jawab untuk kepentingan publik serta menjaga ketertiban umum, 
keamanan, kesejahteraan dan kepentingan bernegara. Pers dituntut menjaga dan menjunjung tinggi 
integritas. Integritas yang di dalamnya ada kejujuran dan etika, merupakan kunci dasar untuk 
menumbuhkan kepercayaan publik terhadap media. Kejujuran disertai taat pada kode etik adalah bekal 
bagi awak media sebagai pewarta. Apabila terjadi kekeliruan dalan bekerja, tentunya mengakui 
kekeliruan tersebut dilanjutkan dengan memberikan hak jawab dan meminta maaf melalui media. Etika 
media berpijak pada kode etik jurnalistik, mengenai karya jurnalistik dan juga kode etik periklanan 
mengenai pemuatan iklan, ungkap Wahyu KSN. (e) 
 
